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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan

Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 56, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan

Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon I’

PEMOHON II, umur 45, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat

tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : “PemohonII”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 051/

Pdt.P/2013/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata
cara agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2007 dihadapan seorang penghulu, di
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenap.

2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI 1
dan SAKSI IT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.550,- (lima ribu lima
ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II
berstatus janda mati;

4 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda
dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan
tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut;

5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

a ANAKI
b ANAKII
¢ ANAKIII
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e ANAKYV

f ANAK VI

6 Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai;

7 Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon
mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8 Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II megajukan permohonan pengesahan
nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan untuk
melengkapi administrasi pendaftaran ibadah haji;

9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan
pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten
Sumenap

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat
sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1 Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 6310042109100058, tanggal
21 September 2010 yang bermaterai cukup yang telah
dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2 Fotokopy Surat Keterangan Kematian almarhum suami
Pemohon IT Nomor: 474.3/17/Kesra, tanggal 03 April 2013;
Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut :

SaksiI:
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Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
e Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I sebagai anak angkat
saksi;
e Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02
November 1987 di Kabupaten Sumenap;
e Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
¢ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II;
¢ Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh
rupiah);
e Bahwa yang menjadi saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;
e Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan sesusuan;
e Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
e Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis
dan dikaruniai 6 orang anak;
e Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang menyangkal;
e Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan
administrasi keberangkatan ibadah haji;
SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di
Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
e Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I sebagai adik ipar
saksi;
e Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02
November 1987 di Kabupaten Sumenap;
e Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II;
e Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh
rupiah);
¢ Bahwa yang menjadi saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;
e Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan sesusuan;

e Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
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dan dikaruniai 6 orang anak;
e Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang menyangkal;
e Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan
administrasi keberangkatan ibadah haji;
Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang
pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah
perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para
Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para
Pemohon berdomisili hukum di walayah Pengadilan Agama Batulicin, dan karenanya,
sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis
beerpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis
menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung
Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI I dan
SAKSIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta
saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan
fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang
dilangsungkan pada tanggal 02 Nopember 2007 M. dalam wilayah Kantor Urusan
Agama Kabupaten Sumenap, Wali nikah dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.550,-
(lima ribu lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum
pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap

beragama Islam;
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U t BB A 'PeiaBc D defgish Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,

bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut
agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta
tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

¢ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II
telah melakukan hubungan badan dan 6 orang anak bernama: 1. ANAK I 2. ANAK
II3. ANAK III 4. ANAK IV 5. ANAK V 6. ANAK VI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan
Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4
KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada
tanggal 02 Nopember 2007 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Goa,
Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenap;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama figih
sebagai termuat dalam;

1 Bugyatul Musytarsyidin halaman 298:

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang
sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu;

2 Tuhfah iuz IV halaman 133:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya
permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,
maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
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K lus AfasNahdend - ah@stisN9e@ib+d7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama
Kabupaten Sumenap;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 24

April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H. dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Supian

Daelani, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mursidah, S.Ag dan Yudi

Hardeos, S.H.I, M.S.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis
ttd

Supian Daelani, S.Ag, MH

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd ttd
Mursidah, S.Ag Yudi Hardeos, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Ilmi
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
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AURegaRsMmahkamahagung.gp.id 5.000,-
5. Materai :Rp.  6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-
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